KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 294 TAHUN 2026
TENTANG

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
TAHUN 2022, TAHUN 2024, DAN TAHUN 2025 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang

KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja
Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Tahun 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menetapkan
unit kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai unit kerja berpredikat menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 631 Tahun 2024 tentang Unit Kerja
Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Tahun 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menetapkan
unit kerja Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Komisi

Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
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unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK);

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 1334 Tahun 2025 tentang Unit Kerja
Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Tahun 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menetapkan
unit kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur,
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Bali, dan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai unit kerja
berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta
dalam rangka pembangunan zona integritas menuju
wilayah bebas dari korupsi di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan unit kerja di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai
unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) Tahun 2022, Tahun 2024, dan Tahun
2025 di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1034
Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 631
Tahun 2024 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1334
Tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG UNIT
KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) TAHUN 2022, TAHUN 2024, DAN TAHUN
2025 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) Tahun 2022, Tahun 2024, dan Tahun
2025 di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Terhadap unit kerja yang telah mendapatkan predikat menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan apresiasi.

KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh pegawai di
unit kerja tersebut untuk terus melanjutkan pembangunan
zona integritas dan reformasi birokrasi dengan menjaga
komitmen, mempertahankan kinerja pelayanan publik yang
prima, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di
lingkungan unit kerja masing-masing.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
ETARIAT JENDERAL
MILIHAN UMUM
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 294 TAHUN 2026

TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) TAHUN 2022, TAHUN
2024, DAN TAHUN 2025 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NAMA-NAMA UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) TAHUN 2022, TAHUN 2024, DAN TAHUN 2025

No NAMA UNIT KERJA PREDIKAT TAHUN |

1. | KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat WBK 2022

= Biro  Partisipasi dan Hubungan — —_—
Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU |

3. | KPU Daerah Istimewa Yogyakarta WBK 2024 1

4. | KPU Provinsi Bali WBK 2025 |

S. | KPU Provinsi Jawa Timur WBK 2025

6. | KPU Provinsi Sumatera Barat WBK 2025

7. | KPU Kota Tangerang WBK 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

jdih.kpu.go.id




		2026-10-27T14:33:48+0700
	JDIH KPU
	I am the author of this document




